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BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tinjauan, data, dan hasil
wawancara yang diperolen dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Bekasi serta hasil wawancara dengan salah satu anggota
Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia, adalah sebagai
berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengedepankan asas kemanfaatan
dari setiap tahapan pengadaan terutama jenis pengadaan
pekerjaan konstruksi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Asas kemanfaatan ini juga berkaitan dengan prinsip
efektif dan efisien yang pada intinya pengadaan pekerjaan
konstruksi mengedepankan kewajaran harga disamping kualitas
bangunan yang baik (value for money), serta pengerjaan yang
tidak memakan waktu yang lama. Asas kemanfaatan juga
dimaksudkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkaitan
dengan prinsip terbuka PBJ. Seluruh penyedia baik di dalam
maupun diluar Kabupaten Bekasi dapat mengikuti proses tender
atau seleksi sehingga bisa bermanfaat bagi penyedia itu sendiri
disamping bermanfaat bagi pengguna jasa dan masyarakat

dengan hasil pekerjaan yang baik.
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2. Penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi

pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bekasi memiliki
beberapa kendala. Mulai dari pengetahuan yang kurang dari sisi
regulasi dan hukum dari banyak pihak (yang dalam hal ini
Pemerintah dan Penyedia), banyak dinas atau Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melakukan identifikasi
kebutuhan secara komprehensif pada tahap perencanan,
komunikasi yang kurang efektif antar dinas dan organisasi
perangkat daerah, regulasi yang dianggap kurang jelas, kurang
lengkap, dan multitafsir, kurangnya pegawai yang memiliki
sertifikasi untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi,
dan Penyedia tidak teliti dalam menyediakan dokumen dan
berkas yang dibutuhkan dalam pengadaan terutama jenis
pengadaan pekerjaan.

. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki upaya-
upaya untuk menanggulangi dan menyelesaikan kendala
penerapan asas kemanfaatan tersebut. Upaya tersebut nampak
dari BPBJ Kabupaten Bekasi memiliki tim pendampingan yang
disebar pada setiap Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah
terkait melaksanakan pengadadaan, memiliki tim pembinaan
untuk Penyedia, melaksanakan seminar, bimbingan teknis, dan
pelatihan bagi para pegawai Dinas atau Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), Melakukan pelatihan dan uji kompetensi
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sertifikasi pengadaan dan pelatihan pejabat fungsional
pengadaan, serta melaksanakan pembinaan, advokasi, dan
seminar penyelesaian kasus-kasus tertentu bidang pengadaan

bagi para Penyedia.

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan

sebelumnya, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memiliki tolok ukur atau

ukuran keberhasilan dari penerapan asas kemanfaatan pada
pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa agar dapat
melakukan evaluasi dan perbaikan pada setiap pengadaan yang
ada. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah instrumen dalam
teori hukum keuangan negara. Instrumen yang dapat menjadi
tolok ukur keberhasilan penerapan asas kemanfaatan adalah

keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

. Pengadaan pekerjaan konstruksi diharapkan mengedepankan

pemakaian produk dalam negeri sebagaimana dalam Instruksi
Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penggunaan produk dalam

negeri ini dimaksudkan juga untuk mencapai tujuan pengadaan
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barang atau jasa pemerintah sebagaimana dalam Pasal 4 Perpres
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor
46 tahun 2025.

. Pemerintah menerima aspirasi masyarakat terkait dengan
pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten
Bekasi. Penerimaan aspirasi oleh masyarakat ini dilakukan agar
pada tahap identifikasi kebutuhan dalam perencanaan pengadaan,
segala kebutuhan yang direncanaklan terutama pada jenis
pekerjaan konstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
membawa kemanfaatan bagi masyarakat.

. Pemerintah melaksanakan pendampingan dan pelatihan secara
maksimal dan konsisten kepada pegawai pemerintah maupun
Penyedia terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan
pengadaan barang atau jasa.

. Meningkatkan sinergitas antar dinas atau organisasi perangkat
daerah terutama berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa
sehingga tahapan-tahapan pengadaan dapat mengedepankan asas
kemanfaatan dan prinsip-prinsip lain seperti efektif, efisien, dan

profesionalitas.
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